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BUPATI PESISIR SELATAN 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN 

NOMOR 3 TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN 

NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH 
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PESISIR SELATAN, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya 

harmonisasi, stabilisasi, efektivitas serta menjamin partisipasi 
masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap 
penyelenggaraan  dan pengendalian pemberian hibah dan 

bantuan sosial berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatn 
Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pesisir 
Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan  

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt 

Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 

1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1643); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
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450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 
2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN 

BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

 
 

Pasal I 
 
Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 10 

 
(1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen 

teknis Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat 

(3) dan ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui OPD terkait. 

(2) OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyeleksian 

terhadap permohonan dan dokumen proposal Hibah dan selanjutnya 

dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan 

dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya 

dikembalikan kepada pemohon Hibah yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Hibah sesuai 

persyaratan administratif, maka OPD terkait sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal dengan 

surat rekomendasi penganggaran kepada Bupati melalui TPAD untuk 

mendapatkan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan 

keuangan daerah.  

(4) Proposal yang telah direkomendasikan oleh OPD terkait sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) paling lambat diterima TAPD sebelum penetapan 

KUA dan PPAS RAPBD. 

(5) Proposal yang telah diterima oleh TAPD selanjutnya dibahas dan direkap 

untuk mendapatkan persetujuan Bupati. 
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(6) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (3) yang disampaikan melewati 

penetapan KUA dan PPAS RAPBD, maka Hibah ini akan dianggarkan pada 

Perubahan APBD dan atau dianggarkan pada tahun berikutnya. 

(7) Hibah dalam bentuk uang yang dipergunakan sebagai biaya operasional 

dan/atau untuk biaya rehabilitasi, khusus untuk sarana ibadah dan 

kegiatan keagamaan paling tinggi sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh 

Lima Juta Rupiah) dan kegiatan sosial lainnya berupa pendidikan, 

kesehatan, adat dan budaya, dapat diberikan sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir 
Selatan. 
    

 
Ditetapkan di Painan 

pada tanggal 29 Januari  2018 
 

 BUPATI PESISIR SELATAN, 
   

      

                d.t.o 
               

 
        HENDRAJONI 

 
 

Diundangkan di Painan 
pada tanggal 29 Januari 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PESISIR SELATAN, 

 
 

                      d.t.o 
 
 

ERIZON 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR : ..... 
 

 
 


